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Abstrak

Kegiatan pemilu pada dasarnya berkaitan erat dengan apa yang secara umum dikenal
sebagai kampanye. Dalam kampanye ini, kemunculan fenomena kampanye hitam seringkali
menyertai upaya-upaya strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pelaku
kampanye hitam yang beroperasi melalui media sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, serta mengidentiϐikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan
hukum terhadap pelaku tersebut di platform media sosial. Isu-isu inti yang dibahas dalam penelitian
ini meliputi akuntabilitas pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan hambatan yang dihadapi
dalam upaya penegakan hukum terhadap mereka. Dengan menggunakan metodologi yuridis
normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilengkapi dengan
penelitian kepustakaan yang komprehensif untuk mencapai tujuannya. Hasil penelitian diketahui
bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam telah diatur secara jelas, dengan ancaman hukuman
hingga dua tahun penjara atau denda Rp24.000.000,00. Namun, tantangan dalam menindak pelaku
melalui media sosial terletak pada seringnya mereka menggunakan akun anonim, yang menyulitkan
identiϐikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan penegak hukum
sangat penting dengan membekali mereka dengan perangkat canggih dan keahlian khusus dalam
forensik siber, sehingga memastikan mereka dapat melacak dan meminta pertanggungjawaban
secara efektif atas pelaku kampanye hitam.

Kata kunci: kampanye hitam, pertanggungjawaban pidana, pemilihan umum.

Abstract

Election activities are essentially closely related to what is generally known as campaigns. In
these campaigns, the emergence of the phenomenon of black campaigns often accompanies strategic
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efforts. This study aims to examine the accountability of black campaign actors operating through social
media, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and identify the challenges faced
in enforcing the law against these actors on social media platforms. The core issues discussed in this
study include the accountability of black campaign actors through social media and the obstacles faced
in law enforcement efforts against them. Using a normative juridical methodology, this study employs a
legislative approach complemented by comprehensive library research to achieve its objectives. The
results of the study indicate that based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the
accountability of black campaign actors has been clearly regulated, with the threat of up to two years
in prison or a ϔine of Rp24,000,000.00. However, the challenge in prosecuting perpetrators through
social media lies in their frequent use of anonymous accounts, which makes identiϔication difϔicult for
law enforcement ofϔicials. Therefore, it is crucial to enhance the capabilities of law enforcement by
equipping them with advanced tools and specialized expertise in cyber forensics, thus ensuring they can
effectively track and hold accountable perpetrators of smear campaigns.

Keywords: black campaign, criminal accountability, general elections.

1. PENDAHULUAN

Di negara demokrasi, rakyat turut mengambil keputusan dengan

berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu merupakan contoh nyata bagaimana

demokrasi bekerja. Meskipun tidak sama persis dengan semua pemilu di negara ini,

pemilu sangat penting. Selama pemilu, rakyat memilih pemimpin seperti presiden,

wakil presiden, wali kota, dan pejabat lainnya. Pemilu harus dilaksanakan secara

adil, jujur, tertutup (rahasia), dan langsung sehingga semua orang dapat

mempercayai prosesnya.1

Partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi karena membantu

rakyat berpartisipasi dalam menentukan cara kerja pemerintah. Ketika rakyat

terlibat dalam politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, hal itu menunjukkan

bahwa pemerintah mendapat dukungan rakyat. Pemilu adalah contoh yang baik

karena memungkinkan semua orang bersuara dan memastikan pemerintah

mendengarkan keinginan rakyat.2

1 Artikel karya Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Ariϐin mengkaji pengaruh kampanye
hitam dan kampanye negatif dalam pemilihan umum di Indonesia. Diterbitkan di jurnal DIKTUM
pada tahun 2019, studi ini menganalisis bagaimana taktik tersebut berdampak pada proses
demokrasi dan integritas elektoral.

2 Mohammad Shadiqie Alfarizi, Harun, dan Hamdani meneliti bagaimana Partai Aceh
berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Langsa. Studi mereka, yang
diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2021,
menyoroti peran partai dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman politik di masyarakat.
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Partai Demokrat atau pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah ketika

orang memilih seseorang untuk menjadi pemimpin mereka atau pejabat

pemerintah. Mereka melakukannya dengan menuliskan nama orang yang mereka

inginkan di selembar kertas atau dengan memberikan suara mereka, yang seperti

pilihan rahasia.3 Kegiatan pemilu sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut

kampanye. Ketika orang-orang mencoba mempromosikan ide atau kandidat

mereka, mereka sering kali juga mencoba menjelek-jelekkan orang lain dengan

menyebarkan berita buruk atau tidak benar tentang mereka.

Kampanye kotor adalah upaya seseorang untuk mencemarkan nama baik

secara diam-diam, tanpa memberi tahu orang lain siapa dirinya. Mereka

menyebarkan kebohongan atau informasi palsu yang tidak dapat dibuktikan

kebenarannya. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan orang lain agar tidak

mendapatkan suara dalam pemilu.4 Kampanye hitam adalah tindakan

menyebarkan rumor atau kebohongan buruk tentang seseorang agar orang lain

berpikir buruk tentangnya. Mereka melakukannya untuk menyakiti, menyerang,

atau merusak reputasi orang yang mereka lawan, dan seringkali melakukannya

secara tidak adil, menggunakan informasi palsu atau tidak jelas. Perilaku seperti

ini tidak adil dan tidak benar.

Karena pesatnya perkembangan teknologi dan internet, terutama media

sosial, opini banyak orang tersebar dengan sangat cepat. Pemilu penting karena

memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka. Namun kini, dengan semua

teknologi baru ini, muncul beberapa masalah, seperti bagaimana informasi

menyebar, bagaimana politisi berkomunikasi dengan rakyat, dan bagaimana

beberapa pihak mungkin mencoba mengelabui orang lain agar berpikir dengan cara

3 Abu Nashr Muhammad Al Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta,
2004, hlm. 29.

4 Studi Alfred B. David Dodu mengkaji bagaimana regulasi politik yang bertujuan mencegah
kampanye hitam diterapkan selama Pilkada Kabupaten Banggai 2015. Diterbitkan dalam Jurnal
Wacana Politik pada tahun 2017, artikel ini menganalisis efektivitas dan tantangan penegakan
regulasi tersebut dalam proses pemilu.
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tertentu.5 Kampanye kotor adalah upaya seseorang untuk menjelek-jelekkan orang

lain dengan menyebarkan kebohongan atau cerita yang menyakitkan melalui berita

atau media sosial. Terkadang, mereka membuat akun palsu daring untuk menipu

orang lain atau menyebarkan informasi palsu. Serangan semacam ini sering terjadi

selama pemilu, di mana seseorang atau kelompok mencoba menjelek-jelekkan

lawannya atau merusak reputasinya dengan menyebarkan rumor atau cerita palsu.

Aturan tersebut menyatakan bahwa ketika berkampanye untuk pemilu,

seseorang tidak boleh menggunakan cerita yang kejam atau palsu untuk menyakiti

lawannya. Menyebarkan kebohongan, mengatakan hal-hal yang mengandung

kebencian, atau mengolok-olok seseorang karena ras atau latar belakangnya untuk

mempermalukan orang lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Selain itu, jika

seseorang melakukan kesalahan dengan sengaja dan melanggar hukum, ia dapat

berurusan dengan polisi.6

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

menyebutkan tentang “perbuatan yang mencemarkan nama baik individu, agama,

suku, ras, golongan, calon, dan pelaku pemilu lainnya. Kemudian, pada Pasal 521

disebutkan sanksi terkait dengan larangan tersebut berupa pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh

empat juta rupiah).7 Namun pada kenyataannya praktek kampanye hitam ini sering

terjadi melalui media sosial”.

Serangan sepihak atau kampanye hitam yang ditujukan kepada salah satu

kandidat dalam pemilu sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu atau

rumor yang merugikan lawan. Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan,

karena undang-undang yang berlaku melarangnya. Secara spesiϐik, Pasal 27(3) dan

Pasal 28(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

5 Alvin, Komunikasi Politik di Era Digital, yang diterbitkan oleh Deepublishal di Yogyakarta
pada tahun 2022, mengeksplorasi bagaimana teknologi digital telah mentransformasi komunikasi
politik.

6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.
73.

7 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017.
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memberikan sanksi kepada mereka yang menyebarkan berita atau informasi palsu

yang memicu kebencian dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kampanye

hitam yang dilakukan melalui media sosial dapat berujung pada tuntutan pidana

berdasarkan undang-undang ini.8

Meskipun ada aturan untuk mencegah orang menyebarkan kebohongan atau

kata-kata buruk tentang orang lain di media sosial, tetap saja sulit untuk

memastikan aturan ini dipatuhi. Sulit bagi pihak berwenang untuk menangkap

pelanggar aturan karena media sosial mempersulitnya. Selain itu, undang-undang

pemilu saat ini tidak secara spesiϐik mengatur apa yang harus dilakukan terhadap

unggahan-unggahan jahat di media sosial. Oleh karena itu, kita membutuhkan

aturan baru atau bekerja sama dengan undang-undang lain, seperti undang-undang

yang mengatur informasi daring, untuk mencegah orang menyebarkan berita

bohong atau kebencian selama pemilu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku

Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

No Penulis

dan

Tahun

Judul

Penelitian

Terdahulu

Fokus dan

Temuan

Utama

Keterbatasan

Penelitian

Terdahulu

Rencana

Penelitian

Baru

Kebaruan

yang

ditawarkan

1 Nila

Amania,

2019.9

“Tinjaun

Yuridis Tindak

Pidana Pemilu

Dalam Masa

Kampanye

meneliti dan

melihat

dasar

pertimbang

an hakim

Keterbatasan

penelitian

terdahulu

terletak pada

fokus penelitian

Penelitian

baru

membahas

tentang

Undang-

Analisis

terhadap

undang-

undang yang

digunakan

8 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia, khususnya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang relevan adalah Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28
ayat (2).

9 Nila Amania yang berjudul Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) diselesaikan di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2019.
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Pada

Pemilihan

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat, Dewan

Perwakilan

Daerah Dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah

(Studi kasus Di

Pengadilan

Negeri

Semarang)”

dalam

mengadili

tindak

pidana

pemilu

dalam masa

kampanye

di

Pengadilan

Negeri

Semarang

nya, yaitu

meneliti semua

tindak pidana

pada pemilu

Undang

Pemilu

untuk

pelaku

kampanye

hitam

melalui

media sosial

serta

melihat

Undang-

Undang

Pemilu

dalam

mengadili

pelaku

kampanye

hitam di

media sosial.

terhadap

pelaku

kampanye

hitam di

media sosial.

2 Alif

Zahran

Amirulla

h, 2020.10

“Tindak

Pidana

Pemilihan

Umum Kepala

Daerah Yang

Dilakukan

Oleh Aparatur

Sipil Negara

(ASN) (Studi

Kasus Putusan

Nomor

Penelitian

ini

membahas

tentang

kualifikasi

tindak

pidana

pemilihan

umum

kepala

daerah oleh

Keterbatasan

penelitian ini

hanya

membahas

penerapan

hukum materiil

terhadap

pelaku tindak

pidana pemilu

Penelitian

ini

membahas

tentang

pertanggung

jawaban

pelaku

kampanye

hitam serta

penerapan

hukum

Penelitian ini

memberikan

penerapan

hukum formiil

terhadap

pelaku

kampanye

hitam di

media sosial

10 Alif Zahran Amirullah yang berjudul Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah yang
Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN): Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr,
diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2020.
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147/Pid.Sus/2

018/PN.Sdr).”

Aparatur

Sipil Negara

serta

penerapan

hukum

pidana

materil

terhadap

pelaku

tindak

pemilihan

umum

kepala

daerah

(Studi Kasus

Putusan

Nomor

147/Pid.Sus

/2018/PN.S

dr).

formil

terhadap

pelaku

kampanye

hitam pada

pemilihan

umum

dengan

berdasarkan

Undang-

Undang

Pemilu.

3. Sindi

Yulia

Saputri,

2020.11

“Analisis

Hukum Pidana

Islam

Terhadap

Tindak Pidana

Kampanye

Hitam Dalam

Undang-

Undang

Nomor 07

Penelitian

ini

membahas

bagaimana

konsep

kampanye

hitam

menurut

perspektif

Undang-

Keterbatasan

penelitian ini

terletak pada

konsep

kampanye

hitam yang

hanya

dilakukan

secara langsung

Penelitian

ini

membahas

pertanggung

jawaban

pelaku

kampanye

hitam

melalui

media sosial

Penelitian ini

menemukan

pertanggung

jawaban

pidana

pelaku

kampanye

hitam yang

dilakukan

11 Sindi Yulia Saputri yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Pemilih dari Kampanye Hitam
dalam Pemilihan Umum membahas langkah-langkah hukum yang tersedia untuk melindungi pemilih
dari kampanye negatif yang jahat selama pemilu. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum,
Universitas Jember, Jawa Barat, pada tahun 2020.
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Tahun 2017

Tentang

Pemilu.”

undang dan

Hukum

Pidana

Islam dan

analisis

hukum

pidana

Islam

terhadap

tindak

pidana

Kampanye

Hitam

berdasarkan

Undang-

Undang

Nomor 07

Tahun 2017

Tentang

Pemilu

tidak secara

media sosial.

dengan

menggunaka

n Undang-

Undang

Pemilu.

dalam media

sosial.

4. Suhli,

2019.12

“Analisis

Hukum Pidana

Islam

Terhadap

Tindak Pidana

Kampanye

Hitam Dalam

Undang-

Undang

Penelitian

ini

membahas

bagaimana

konsep

kampanye

hitam

menurut

perspektif

Keterbatasan

penelitian ini

terletak pada

perspektif

hukum yang

hanya menurut

Hukum Pidana

Islam

Penelitian

ini

membahas

tentang

pertanggung

jawaban

pelaku

kampanye

hitam

Penelitian ini

menemukan

persepektif

Undang-

undang

Nomor 7

Tahun 2017

tentang

Pemilihan

12 Suhli, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Skripsi, Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 9.
http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/32674
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Nomor 07

Tahun 2017

Tentang

Pemilu.”

Undang-

undang dan

Hukum

Pidana

Islam dan

analisis

hukum

pidana

Islam

terhadap

tindak

pidana

Kampanye

Hitam

berdasarkan

Undang-

Undang

Nomor 07

Tahun 2017

Tentang

Pemilu.

melalui

media sosial

Berdasarkan

Undang-

Undang

Nomor 7

Tahun 2017

Tentang

Pemilihan

Umum.

Umum

terhadap

pelaku

kampanye

hitam.

2. METODE PENELITIAN

Penulis ingin memahami bagaimana orang yang menyebarkan rumor buruk

atau pesan negatif tentang orang lain di media sosial dapat dimintai

pertanggungjawaban sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu. Penulis juga ingin mengetahui masalah apa saja yang muncul ketika

mencoba memastikan orang-orang tersebut mendapatkan masalah karena

melakukan hal tersebut.

Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian ini

mengkaji aturan dan hukum seperti aturan hukum yang tertulis dalam undang-
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undang dan peraturan untuk memahami isinya dan bagaimana aturan tersebut

seharusnya dipatuhi.13 Dalam penelitian ini, mengkaji aturan dan hukum yang

berlaku serta bagaimana penerapannya. Kami melakukan ini dengan mempelajari

hukum tertulis dan membaca tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan. Cara

mempelajari ini membantu kami memahami bagaimana orang-orang yang

menyebarkan pesan buruk di media sosial selama pemilu dapat dimintai

pertanggungjawaban.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pelaku Kampanye Hitam Melalui Media Sosial

Dalam Pemilihan Umum

Kampanye hitam dalam pemilu adalah tindakan menyebarkan kebohongan

atau keburukan tentang kandidat. Tindakan ini merupakan bagian dari cara kerja

pemilu dalam demokrasi, tetapi dapat merugikan kandidat yang menjadi targetnya

dan juga membuat seluruh proses pemungutan suara menjadi kurang adil dan jujur.

Kampanye hitam bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan

keterbukaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dalam

pasal 280 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pelaksana dan peserta kampanye

dilarang menghina, menghasut, memϐitnah, atau menyebarkan berita bohong yang

berpotensi mencemarkan nama baik peserta pemilu lainnya”.14

Saat ini, orang terkadang menggunakan media sosial untuk menipu orang lain

atau menyebarkan informasi palsu tentang kandidat atau partai politik selama

pemilu. Karena internet memungkinkan pesan menyebar dengan sangat cepat dan

menjangkau banyak orang, orang jahat lebih mudah menyebarkan kebohongan atau

cerita yang menyakitkan tentang orang lain. Di Indonesia, terdapat undang-undang

yang melarang orang membagikan informasi yang merugikan atau palsu secara

daring, terutama selama pemilu. Salah satu undang-undang, yaitu Undang-Undang

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Graϐindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 70.

14 Op-Cit, Pasal 280.
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Nomor 19 Tahun 2016, menyatakan bahwa Anda tidak boleh membagikan informasi

yang merugikan atau merugikan orang lain. Undang-undang lainnya, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa melakukan hal-hal yang tidak adil

atau tidak jujur dalam kampanye pemilu, seperti menyebarkan rumor atau

kebohongan tentang seseorang, adalah tindakan yang salah.15

Pasal 280 Ayat (1) menjelaskan larangan dalam kampanye pada Pemilihan

Umum dan Sanksi Pidananya telah ditentukan dalam Pasal 521 yang menyatakan

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau  tim kampanye pemilu yang dengan sengaja

melanggar larangan pelaksaan kampanye pemilu diancam dengan sanksi pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua

puluh empat juta rupiah)”.16

Media sosial adalah tempat yang besar dan ramai di mana orang-orang berbagi

berbagai macam informasi. Terkadang, orang-orang menggunakannya untuk

menyebarkan berita bohong atau merugikan orang lain. Hal ini dilarang dan dapat

mengakibatkan konsekuensi serius, seperti kehilangan kesempatan untuk

mencalonkan diri atau menghadapi masalah hukum. Pasal 521 Undang-undang

pemilu secara tegas menyatakan bahwa “setiap pelaksana kampanye yang

melakukan penghinaan terhadap peserta pemilu lain dipidana penjara paling lama

2 tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00”.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan

informasi  yang berisi tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dan Pasal 28

ayat (2) menyatakan larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan

permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sanksi yang

diterapkan pada pelaku yang terbukti melanggar pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat

(2) yaitu dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara 6 tahun dan/atau

denda Rp1.000.000.000 (miliar)”.17

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur apa

15 Prasetyo, Hukum Pemilu Di Indonesia, Sinar Graϐika, Jakara, 2018, hlm. 102.
16 Op-cit, Pasal 280
17 Op-Cit, Pasal 27 ayat (3)
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yang akan terjadi jika seseorang melanggar aturan ketika menggunakan media

sosial untuk membicarakan pemilu. Aturan lain, yang disebut PKPU Nomor 23

Tahun 2018, hanya menyatakan bahwa peserta pemilu wajib mendaftarkan akun

media sosial yang mereka gunakan untuk membagikan pesan. Aturan tersebut juga

menyatakan bahwa setiap kandidat atau partai politik hanya dapat menggunakan

maksimal 10 akun media sosial untuk berkampanye.

Orang-orang yang ingin menipu orang lain membuat cerita, gambar, atau situs

web palsu yang tampak nyata. Mereka mungkin mengubah gambar atau tangkapan

layar agar tampak asli. Terkadang, mereka menggunakan akun palsu atau membayar

orang untuk membagikan trik ini secara massal, sehingga banyak orang melihatnya.

Karena trik ini berasal dari sumber palsu, sulit untuk mengetahui siapa pembuatnya

atau cara menghentikannya.18

Terkadang, dalam politik, orang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang

orang lain untuk menjelek-jelekkan mereka. Ini disebut ϐitnah. Ketika terjadi selama

kampanye, artinya mengatakan kebohongan yang dapat merusak nama baik

seseorang atau pandangan orang lain terhadapnya.19 ϐitnah termasuk ke dalam

kategori kampanye hitam karena dilakukan dengan menyebarkan tuduhan palsu

untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Dalam undang-undang lain yang disebut Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, siapa pun dapat bermasalah karena melakukan kesalahan

daring orang tersebut dapat berupa warga negara, warga negara asing, atau bahkan

perusahaan atau organisasi.

Ancaman sanksi pidana bagi subjek tindak pidana dalam “Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berat daripada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Subjek tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2)

diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, sehingga terhadap subjek dapat

18 Fadillah Siregar, Politik Digital dan Manipulasi Opini Publik, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2020, hlm. 67-68.

19 Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.
77.
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ditahan mulai dari proses penyidikan, karena ancaman hukuman  diatas 5 (lima)

tahun”.

b. Kajian Terhadap Kendala Dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku

Kampanye Hitam Melalui Media Sosial

Kampanye kotor adalah upaya seseorang untuk menjelek-jelekkan orang lain

dengan menyebarkan rumor, menghina, atau mencoba memulai pertengkaran.

Mereka melakukan ini untuk memperburuk citra lawan, seringkali dengan

menjelek-jelekkan mereka demi meraih dukungan.20 Dalam dunia politik, terkadang

orang mencoba menjelek-jelekkan orang lain dengan mengatakan hal-hal yang tidak

benar tentang mereka. Ini disebut kampanye kotor. Mereka mungkin menyebarkan

kebohongan atau cerita yang menyakitkan untuk membuat orang lain tampak lebih

buruk di depan semua orang.21

Terkadang, orang-orang membagikan berita palsu atau merugikan tentang

seseorang yang mencalonkan diri sebagai kandidat dengan berbicara kepada teman

atau mengunggahnya secara online. Berita-berita ini dapat menyebar dengan sangat

cepat, bahkan jika kandidat tersebut atau teman-temannya tidak mengetahuinya.22

Kampanye hitam itu seperti iklan tipuan yang bertujuan menjelek-jelekkan

seseorang. Iklan-iklan ini sering kali menyebarkan kebohongan atau

memutarbalikkan fakta tentang calon lain yang sedang mencalonkan diri. Tujuannya

adalah membuat orang tidak percaya atau menyukai lawan, meskipun yang mereka

katakan tidak benar.23

Orang jahat terkadang menjalankan kampanye daring palsu untuk

mengelabui pemilih dan menyebarkan informasi palsu. Hal ini tidak hanya

merugikan para peserta pemilu, tetapi juga semua orang yang ingin mengetahui

20 Abqa (2022) membahas upaya kolaboratif antara akademisi dan Bawaslu (Badan
Pengawas Pemilu) dalam mencegah penyebaran berita hoaks dan kampanye hitam.

21 Studi Laily Purnawati mengkaji bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten
Tulungagung menangani dan memitigasi kampanye hitam selama pemilu. Diterbitkan di Publicina
(Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 40),

22 Nyndya Fatmawati Octarina mengkaji akibat hukum kampanye hitam yang dilakukan di
media sosial selama proses pemilihan umum.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115

23 Alfred B. David Dodu. Op.Cit, hlm. 54.
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kebenaran. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan

informasi yang benar dan dapat dipercaya. Jika kita tidak menangkap kampanye

palsu ini, polisi dan para pemimpin mungkin akan terlihat tidak menjalankan

tugasnya dengan baik.24

Pekerjaan polisi melibatkan penyusunan aturan dan rencana untuk

membantu petugas menghentikan penjahat. Bangunan dan peralatan juga sangat

penting karena membantu petugas menjalankan tugasnya dan mematuhi aturan

dengan lebih baik.25

Aturan tentang bagaimana hukum dibuat ditulis dengan cermat agar semua

orang memahaminya. Selain itu, hukum seharusnya bermanfaat dan membuat hidup

lebih baik bagi masyarakat.26

Satjipto Rahardjo mengatakan “bahwa hakikat dari penegakan hukum,

apabila sebuah peraturan perundang-undangan diimplementasikan memberikan

manfaat bagi masyarakat dan tercipta keadilan yang berlaku bagi setiap orang

dengan aturan tersebut”.27 Orang hanya dapat membuat peraturan dan menangkap

pelaku kejahatan jika ada undang-undang dan hal-hal lain yang membantu mereka

melakukan pekerjaan mereka.

Karena hukum Indonesia tidak menjelaskan secara gamblang apa saja

tindakan tertentu, pandangan setiap petugas polisi, penyelenggara pemilu, dan

masyarakat pun berbeda-beda. Hal ini mempersulit penanganan beberapa kasus

karena apa yang dianggap salah oleh masyarakat tidak selalu sesuai dengan aturan

yang berlaku tentang kejahatan tersebut.28

24 Nyndya Fatmawati Octarina mengkaji akibat hukum kampanye hitam yang dilakukan di
media sosial selama proses pemilihan umum.

25 Penelitian Mutia Rahmi, Harun, dan Amrizal mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 8 Tahun 2022, yang berkaitan dengan administrasi elektronik dan proses persidangan
perkara pidana di pengadilan. Penelitian mereka berfokus pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas
1b, sebagaimana didokumentasikan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh, volume 7, edisi 3, 2024, halaman 13-14.

26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.
145.

27 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 15
28 Nurul Ghufron, Hukum Pemilu dan Etika Politik, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 123.
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Undang-undang pemilu telah mengatur larangan terhadap bentuk-bentuk

kampanye yang tidak sah dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan huruf h, dimana

disebutkan bahwa ”pelaksanaan dan peserta kampanye dilarang melakukan

penghinaan, ϐitnah, penghasutan, dan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung

unsur hasutan, ajakan, atau pengaruh yang menimbulkan kebencian, atau

permusuhan terhadap individu atau kelompok”.

Polisi perlu mematuhi aturan sekaligus memperhatikan perilaku

masyarakat. Demi menjaga keselamatan semua orang, mereka berupaya mencegah

terjadinya hal-hal buruk. Sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat

berarti menggunakan hukuman (represif) atau mengambil langkah-langkah untuk

mencegah masalah sebelum terjadi (preventif).29

Upaya represif adalah langkah-langkah yang diambil setelah kejahatan

terjadi. Polisi menyelidiki untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan kemudian kasus

tersebut dibawa ke pengadilan di mana hakim memutuskan apa yang harus

dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan yang diambil

sebelum kejahatan terjadi. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang hukum

dan bahaya pengaruh buruk atau rumor agar kejahatan dapat dihindari.30 Tindakan

pencegahan adalah langkah-langkah khusus yang kami ambil untuk mencegah

orang-orang menyebarkan pesan-pesan jahat atau berbahaya secara daring.

Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk membantu menjaga

media sosial tetap aman dan positif bagi semua orang.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya, aturan tentang orang yang ditindak karena menyebarkan

informasi palsu atau menjelek-jelekkan orang lain di media sosial diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara khusus mengatur pemilihan

29 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 111.
30 Ibid, hlm 111
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umum. Undang-undang tersebut dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga dua

tahun atau denda Rp24 juta jika tertangkap. Namun, undang-undang ini hanya

berlaku untuk kampanye hitam selama masa pemilu, sehingga tidak mencakup hal-

hal yang terjadi di luar masa pemilu di media sosial. Di sisi lain, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 mengatur pelanggaran terkait informasi dan transaksi

elektronik di media sosial. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus

mencakup kegiatan kampanye yang terjadi selama pemilu.

Sulit untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan pesan-pesan jahat

atau merugikan di media sosial karena mereka sering menggunakan akun palsu

yang menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada

aturan yang jelas untuk menghukum orang-orang ini ketika mereka melakukan hal-

hal buruk di dunia maya. Di Indonesia, petugas polisi tidak selalu memiliki

keterampilan komputer atau peralatan khusus yang dibutuhkan untuk mencari tahu

siapa dalang di balik pesan-pesan buruk ini. Karena alasan-alasan ini, penting untuk

membantu polisi mendapatkan peralatan dan pelatihan yang lebih baik agar mereka

dapat menangkap orang-orang yang membuat masalah di dunia maya.
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